RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
: SMA Negeri 11 Kendari
. Sejarah Indonesia
D X1I/1

Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Kompetensi Dasar
kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal

: 3.3 Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal

4.3 Merekonstruksi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa
awal Kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal dan menyajikannya dalam bentuk laporan

tertulis
Materi Pokok

Sub.Materi : Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
Alokasi Waktu : 2x 45 Menit
Pertemuan 1 8

: Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa demokrasi Parlementer (1950-1959)

A. Tujuan Pembelajaran

Melalui kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:

1. Perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer.
2. Menjelaskan perkembangan kabinet yang berlangsung selama masa Demokrasi Parlementer 1950-1959.

B. Alat dan Akses/sumber Belajar

1. Alat : Papan tulis, spidol, buku tulis, pena, handphone android dan laptop.

2. Akses/sumber belajar : buku Sejarah Indonesia Kelas X1l SMA (Kemdikbud), bse.kemdikbud.go.id dan internet.

C. Pendekatan/Model/Metode Pembelajaran

1. Pendekatan

: Saintifik (scientific).

2. Model

: Discovery learning.

3. Metode

: Tanya jawab, diskusi dan penugasan.

D. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

LURING

DARING

Pendahuluan

Kegiatan Pendahuluan

Guru:

Orientasi(Menunjukkan sikap disiplin sebelum memulai proses pembelajaran, menghayati

dan mengamalkan ajaran agama yang dianut (Karakter) serta membiasakan membaca dan

memaknai (Literasi)).

% Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai
pembelajaran(PPK : Religius)

“*  Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin

% Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan
pembelajaran.

Melalui google classroom, Google
Met/Zoom/WA, guru mengawali pembelajaran
dengan salam, membimbing peserta didik untuk
berdoa serta menyanyakan keadaan dan
kesiapan peserta didik. Kemudian, menyiapkan
peserta didik dan memotivasi, apersepsi,
menyampaikan tujuan, menjelaskan garis besar
kegiatan.

pembelajaran tentang materi Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
Menutup pembelajaran _dengan mengucapkan Salam

Inti
Mengamati Melalui google classroom, Google Met/Zoom/WA
Peserta didik mengamati materi ~ Perkembangan Politik Masa Demokrasi ,yang diintegrasikan dengan media lainnya,
Liberal dari berbagai sumber, baik yang disediakan guru maupun pencarian mandiri peserta didik diarahkan untuk
Menanya mengamati,Merumuskan
peserta didik diberi permasalahan dalam bentuk pertanyaan seputar pertanyaan,Mengumpulkan
Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal (HOTS). informasi,Mengasosiasi,Mengkomunikasikan
Mengumpulkaninformasi : materi tentang Perkembangan Politik Masa
Peserta didik melakukan kegiatan pengumpulan Demokrasi Liberal dari berbagai sumber, baik
informasi atau data terkait pertanyaan- pertanyaan yang harus dipecahkan secara yang disediakan guru maupun pencarian
mandiri dengan dibimbing oleh guru mandiri.
Mengasosiasi:
peserta didik boleh saling berdiskusi ataupun
menanyakan kepada guru tentang data atauinformasiyang didapatkan.
Mengkomunikasi:
peserta didik mengkomunikasikan hasil belajarnya secara tertulis.
Penutup Membuat resume (kesimpulan) dengan Melalui  google classroom, Google Met/Zoom/ WA,
bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan disampaikan

poin-poin penting dalam pembelajaran, refleksi, dan
menjelaskan rencana pertemuan selanjutnya.

E. Penilaian

Sikap

Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Terlampir

Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan secara tertulis/lisan. Terlampir

Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan melalui Terlampir
produk/projek/portofolio yang diselesaikan peserta didik.
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LAMPIRAN PENILAJAN DAN MATERI

[ A. PENILAIAN SIKAP ]

K ISI-KISI PENILAIAN SIKAP
NILAI

KARAKTER/ INSTRUMEN

SIKAP YANG SUB NILAI KARAKTER/SIKAP YANG DIKEMBANGKAN PENILAIAN SIKAP

DINILAI/
DITUMBUHKAN

1 Religius Menghayati dan mengamalkan ajaran agama 1. Jurnal
yang dianutnya, cinta damai, toleransi, menghargai Observasi
perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, Sikap
percaya diri, kerjasama antar pemeluk agama dan 2. Lembar
kepercayaan, anti buli dan kekerasan, persahabatan, Observasi
ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai Sikap
lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih 3. Penilaian Diri
4. Penilaian Antar

Teman

2 Integritas Apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga

kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul, dan
berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat
hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan
agama

3 Nasionalis Etos kerja (kerja keras), tangguhtahan
banting, daya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan
menjadi pembelajar sepanjang hayat

4 Gotong Royong Etos kerja (kerja keras), tangguh tahan
banting, daya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan
menjadi pembelajar sepanjang hayat

5 Mandiri kejujuran, cinta pada  kebenaran,
setia,komitmen moral, anti korupsi, keadilan,
tanggungjawab, keteladanan, dan menghargai martabat
individu (terutama penyandang disabilitas).

- Penilaian Sikap
Penilaian sikap dilakukan dengan pengamatan perilaku peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

- Rubrik Penilaian Sikap:

No. Nama Disiplin Tanggung Jawab

Dst.

Ket: Predikat

A nilai 91-100,

B nilai 84-90
Cnilai 75-83
Kendari,  Juli 2021
Mengetahui, Kendari, Juli 2021
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran  Sejarah Wajib,
Suradin Daaba, S.Pd.,M.Pd Lukman Hakim, S.Pd,M.Pd
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PENILAIAN PENGETAHUAN J

Kisi-Kisi Tugas 3

Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 11 KENDARI
Mata Pelajaran : Sejarah Indonesia
Kelas /Semester : Xll/Ganijil
Tahun Pelajaran : 2021/2022
o Kompetensi Materi Indikator Teknik
Dasar ___ Penilaian
1 3.3 Menganalisis >  Sistem dan 3.3.1 Menganalisis dinamika Penugasan
perlfembangan Struktur Politik perkembangan cabinet
kehidupan yang berlangsung
politik dan dan Ekonomi selama masa
ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Parlementer
bangsa Demokrasi 1950-1959-
Indonesia pada 3.3.2 Melakukan presentasi
Parlementer o . .
masa awal hasil diskusi mengenai
kemerdekaan (1950-1959) dinamika
sampai masa perkembangan cabinet
Demokrasi yang berlangsung
Liberal selama masa

Demokrasi Parlementer
1950-1959berupa hand
out/ alat peraga/
makalah/ powerpoint.
3.3.3 Menijelaskan
perkembangan sistem

kepartaian yang
berlangsung  selama
masa Demokrasi

Parlementer 1950-1959.
3.3.4 Membandingkan sistem
kepartaian pada masa
Demokrasi Parlementer
1950-1959 dengan
sistem  pemerintahan
pada masa sekarang.

Tugas:
»  Buatlah mind mapping mengenai sistem pemerintahan pada masa Demokrasi Parlementer!

Pedoman Penskoran Tugas

No. Aspek yang dinilai Skor
; Kesesuaian dengan konsep dan prinsip 03
Ketepatan memilih bahan
2 0-3
Kreativitas
3. 0-3
4 Ketepatan waktu pengumpulan tugas 03
Kerapihan hasil
5 0-3
Skor maksimum 6
.. Total Skor Perolehan
Nilai = - =100
Total Skor Maksimum
Kendari,  Juli 2021
Mengetahui, Kendari, Juli 2021
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran “ Sejarah Wajib,
Suradin Daaba, S.Pd.,M.Pd Lukman Hakim, S.Pd,M.Pd

NIP. 19710623 199702 1003 NIP. 198605212010011009




[ EVALUASI ]

Kisi-Kisi Tes Tertulis 3

Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 11 KENDARI
Mata Pelajaran : Sejarah Indonesia

Kelas /Semester : Xll/Ganijil

Tahun Pelajaran : 2021/2022

1 3.4 Menganalisis S  Sistem dan Struktur 3.4.1 Menganalisis Uraian 1

perkembangan kehidupan Politik dan Ekonomi dinamika

politk  dan  ekonomi perkembangan

bangsa Indonesia pada Indonesia Masa cabinet yang

masa awal kemerdekaan Demokrasi berlangsung selama

sampai masa Demokrasi Parlementer (1950- masa Demokrasi

Liberal 1959) Parlementer  1950-

1959.

3.4.2 Melakukan
presentasi hasil
diskusi  mengenai
dinamika
perkembangan
cabinet yang
berlangsung selama
masa Demokrasi

Parlementer 1950-
1959berupa  hand
out/ alat peraga/
makalah/
powerpoint.

3.4.3 Menijelaskan
perkembangan
sistem  kepartaian
yang  berlangsung

selama masa
Demokrasi
Parlementer  1950-
1959.

3.4.4 Membandingkan
sistem  kepartaian
pada masa
Demokrasi
Parlementer 1950-
1959 dengan sistem
pemerintahan pada
masa sekarang.

Butir Soal Uraian

KARTU SOAL
Satuan Pendidika : SMA NEGERI 11 KENDARI

Mata Pelajaran  : Sejarah Indonesia Nama Penyusun: ............
Tahun Pelajaran  :2021/2022 Tempat Tugas :..........

Materi Buku Sumber : Buku Guru dan Buku Siswa, Kemendikbud 2018
Sistem dan Struktur Politik dan
Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi
Parlementer (1950-1959)

Indikator Soal Rumusan Butir Soal
. . 1. Apa dasar diberlakukannya Demokrasi
Menjelaskan Sistem dan Struktur No.Soal Parlementer?

Politik dan Ekonomi Indonesia Masa 1 2. Tuliskan ~ nama-nama ' kabinet
Demokrasi Parlementer (1950-1959) yang memerintah tahun 1950-1959:

No.Soal
1

.1_. Total Skor Perolehan
Nilai =

=1
Total Skor Maksimum 00



No. Pert Kunci Poin
any Jawaban
1. Apa dasar diberlakukannya UUD Sementara 1950.
Demokrasi 50
2. Tuliskan ~ nama-nama  kabinet  Dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi silih berganti
yang kabinet

memerintah tahun 1950-1959! mulai Kabinet Natsir (Masyumi) 1950-1951; Kabinet Sukiman

(Masyumi) 1951-1952; Kabinet Wilopo (PNI) 1952-1953; 50
Kabinet Ali Sastroamijoyo | (PNI) 1953-1955; Kabinet
Burhanuddin Harahap (Masyumi) 1955-1956; Kabinet Ali
Sastroamijoyo Il (PNI) 1956-1957; dan Kabinet Djuanda

100

PembelajaranRemedial dan Pengayaan

a.

Remedial
« Remedial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM maupun kepada peserta didik yang
sudah melampui KKM. Remidial terdiri atas dua bagian : remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena
belum mencapai Kompetensi Dasar
% Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Guru akan
memberikan tugas bagi peserta didik yang belum mencapai KKM (Kriterian Ketuntasan Minimal), misalnya sebagai
berikut.
> Kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai
kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari
buku teks pelajaran sejarah pada bagian tertentu yang belum dikuasainya. Guru menyediakansoal-soal latihan atau
pertanyaan yang merujuk pada pemahaman kembali tentang isi buku teks sejarah Bab 1. Peserta didik diminta
komitmennya untuk belajar secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya.
Guru kemudian mengadakan uji kompetensi kembali pada materi yang belum dikuasai peserta didik yang
bersangkutan.
Pengayaan
« Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan
kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai KKM atau mencapai Kompetensi Dasar.
% Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan peserta didik.
% Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan pengembangan lebih luas misalnya
> Kegiatan pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pelajaran sesuai dengan
indikator yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik diminta untuk mencari informasi
materi relevan yang tingkat kompetensinya lebih tinggi dari kompetensi yang diharapkan dalam Bab 1. Selain itu,
peserta didik tersebut diminta menyampaikan atau mengumpulkan hasil informasi yang ditemukan.

Kendari,  Juli2021

Mengetahui, Kendari, Juli 2021
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran ¢ Sejarah Wajib,
Suradin Daaba, S.Pd.,M.Pd Lukman Hakim, S.Pd,M.Pd

NIP. 19710623 199702 1 003 NIP. 198605212010011009




[ PENILAIAN KETERAMPILAN }
Penilaian Keterampilan
a.Unjuk kerja : Praktik/Pedoman Penskoran
b.Proyek : Petunjuk mengerjakan proyek/Rubrik Penilaian
c.Produk : Petunjuk/Rubrik Penilaian
d.Portofolio : E-Portofolio
Bentuk lain (tes tertulis) : Soal, Rubrik penilaian

Format Nilai Tugas Kelompok
Keterangan Skor :
Masing-masing kolom diisi dengan kriteria :
4= Baik Sekali
3= Baik
2= Cukup
1= Kurang
> Skor perolehan
Nilai = X—100
Skor Maksimal (20)

Kriteria Nilai
A=91-100 Baik Sekali
B=84 -90 Baik
C=75-83 Cukup
KISI-KISI PENILAIAN KETERAMPILAN
BENTUK
Kompetensi INDIKATOR SOAL/
Dasar IPK MATERI SOAL INSTRUMEN
PENILAIAN
3.1. Menganalisis 1. Melihat gambar, 1. Fakta Membuat dan Praktik
perkembangan video dan/atau mengajukan
kehidupan politik menyimak Peristiwa 17 pertanyaan/tan
dan ekonomi penjelasan  guru Oktober 1952. y a jawab
bangsa Indonesia Perkembangan tentang
pada masa awal Politik Masa 2. Konsep Perkembangan
kemerdekaan Demokrasi Liberal Politik Masa
sampai masa - Sistem Menjelaskan Demokrasi
Demokrasi Liberal Pemerintahan perkembangan Liberal
2. Membuat dan kehidupan politik, Sistem
mengajukan ekonomi, sosial, Pemerintahan
4.3 pertanyaan/ tanya dan budaya
Merekonstr jawab tentang bangsa Indonesia
uksi Perkembangan pada masa awal Mengumpulkan
perkembang Politik Masa kemerdekaan data dari
an Demokrasi Liberal berbagai
kehidupan - Sistem » Menijelaskan sumber
politik dan Pemerintahans. perkembangan mengenai
ekonomi Mengumpulkan data kehidupan politik Perkembangan Proyek
bangsa dari berbagai dan ekonomi Politik Masa
Indonesia sumber mengenai bangsa Indonesia Demokrasi
pada masa ancaman pada masa awal Liberal
awal disintegrasi bangsa kemerdekaan Sistem
Kemerdekaa 4. Menganalisis dan sampai masa Pemerintahan
n sampai menarik Demokrasi
masa kesimpulan  dari Liberal
Demokrasi data yang > Menj  Menganalisis
Liberal dan elask dan  menarik
menyajikann an kesimpulan dari
yadalam dina data yang
bentuk mika dikumpulkan Produk
laporan perk mengenai
tertulis emb

anga




dikumpulkan Perkembangan
mengenai Politik Masa
Perkembangan 3. Prinsip Demokrasi
Politik Masa Liberal
Demokrasi Liberal > Menganalisis - Sistem
- Sistem pentingnya Pemerintahan
Pemerintahan Konferensi Asia
5. Membuat hasil Afrika bagi  Membuat hasil
penelaahan dalam perjuangan RI penelaahan
bentuk tulisan merebut Irian dalam  bentuk
mengenai > Mengkomuni tulisan
Perkembangan kasikan perjuangan mengenai
Politik Masa bangsa Indonesia Perkembangan
Demokrasi Liberal dalam upaya Politik Masa
- Sistem merebut  kembali Demokrasi
Pemerintahan Irian. Liberal
> Menjelaskan - Sistem
latar belakang Pemerintahan
timbulnya Tes Tertulis
konfrontasi (uraian)

Indonesia terhadap
Malaysia

4. Prosedur

» Merekonstruksi
perkembangan
kehidupan
politik dan
ekonomi bangsa
Indonesia pada
masa awal
kemerdekaan
sampai masa
Demokrasi

Tes Tertulis
(uraian)

INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN/SOAL TES
1. Praktik

Siswa disuruh kedepan dan mempresentasikan Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
- Sistem Pemerintahan

2. Proyek
Siswa membuat tugas dengan kertas Doublefolio tentang Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
- Sistem Pemerintahan
3. Portofolio
Kumpulan tugas tugas terbaik siswa.



Kisi-kisi Penilaian Praktik

Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 11 KENDARI
Mata Pelajaran : Sejarah Indonesia
Kelas /Semester : Xll/Ganijil
Tahun Pelajaran : 2021/2022
Kompetensi Dasar Materi Indikator Teknik
Penilaian
1 4.3 Merekonstruksi - Sistem dan  4.3.1 Melakukan Praktik
perkembangan Struktur Politik rekonstruksi
kehidupan politik dan dan Ekonomi perkembangan
ekonomi bangsa Indonesia Masa kehidupan  politik
Indonesia pada masa Demokrasi bangsa  Indonesia
awal kemerdekaan Parlementer pada masa awal
sampai masa (1950-1959) kemerdekaan
Demokrasi Liberal sampai masa
dan menyajikannya Demokrasi  Liberal
dalam bentuk dan menyajikannya
laporan tertulis dalam bentuk

laporan tertulis
4.3.2 Melakukan
rekonstruksi
perkembangan
kehidupan ekonomi
bangsa  Indonesia
pada masa awal
kemerdekaan
sampai masa
Demokrasi  Liberal
dan menyajikannya
dalam bentuk
laporan tertulis

Tugas Praktik:

>

YV VYV YV VYV VY

Setiap kelompok mendapatkan tugas melakukan eksplorasi melalui diskusi kelompok sehingga menemukan rumusan
dari masing-masing tugas yang diberikan:

Kelompok 1 bertugas mendiskusikan tentang Kabinet Natsir.

Kelompok 2 bertugas mendiskusikan tentang Kabinet Sukiman.

Kelompok 3 bertugas mendiskusikan tentang Kabinet Wilopo.

Kelompok 4 bertugas mendiskusikan tentang Kabinet Ali Sastroamidjoyo I.

Kelompok 5 bertugas mendiskusikan tentang Kabinet Burhanuddin Harahap.

Kelompok 6 bertugas mendiskusikan tentang Kabinet Ali Sastroamidjoyo II.

Kelompok 7 bertugas mendiskusikan tentang Kabinet Juanda.

Dari eksplorasi yang dilakukan, masing-masing kelompok membuat hand out/alat peraga/makalah/powerpoint.

l‘ PENILAIAN DISKUSI l

Pedoman Penskoran DISKUSI

LEMBAR OBSERVASI

Rubrik Pengamatan Kegiatan Siswa

Aspek Pengamatan
— — - =
©
S 2 e 2 a <
© © o) =X © = oD L
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Keterangan Skor :
Masing — masing kolom diisi Kriteria:

4 = Baik Sekali Jumlah Skor Perolehan

3 = Baik Nilai = X4
2 = Cukup Skor Maksimal (20)

1= Kurang

Kriteria Nilai

A 91-100 Baik Sekali

B 84 - 90 Baik

C 83-75 Cukup

D <76 Kurang

Rubrik Penskoran Penilaian Praktik

Skor
No. Aspek yang Dinilai
0 1 2 3 4
1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Melakukan praktik dengan benar.
Jumlah
Skor Maksimum 6 (2+4)
Rubrik Penilaian Praktik
No Indikator Rubrik
1. Menyiapkan alat 2 : Menyiapkan seluruh alat dan bahan yang diperlukan.
dan bahan 1: Menyiapkan sebagian alat dan bahan yang diperlukan.
0 : Tidak menyiapkan alat bahan
2. Melakukan 4 : Melakukan empat langkah kerja dengan tepat.
Praktik 3 : Melakukan tiga langkah kerja dengan tepat.

2 : Melakukan dua langkah kerja dengan tepat.

1: Melakukan satu langkah kerja dengan tepat.

o: Tidak melakukan langkah kerja.
.. Total Skor Perolehan

Nilai = - =100
Total Skor Maksimum
Kendari,  Juli2021
Mengetahui, Kendari, Juli 2021
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran ¢ Sejarah Wajib,
Suradin Daaba, S.Pd.,M.Pd Lukman Hakim, S.Pd,M.Pd

NIP. 19710623 199702 1 003 NIP. 198605212010011009




LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (KLPD)

Mata Pelajaran : Sejarah Indonesia
Kelas : Xl
Materi : Sistim dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa
demokrasi parlementer (1950-1959)
Sub.Materi : perkembangan poitik masa demokrasi liberal ,sistim
pemerintahan
Guru : Sitawati B.Ladjamu.SPd
NAMA SISWA
KELOMPOK
KELAS

Peta Konsep

Perkembangan Mencari Sistem
Politik Ekonomi Nasional

Sistem Pomikiran Ekonomi
Pemerintahan | Nasional

Sistem | Sistem Ekonomi
Kepartaian | Liberal

Pemilu 1955

PENGAMATAN GAMBAR

Sumber: Atias Nasional {2012)

Gambar 2.1 Partai Peserta Pemilu 1955.




»  Perhatikan gambar di atas!

1. Apa komentar kamu tentang banyaknya partai politik di Indonesia?
2. Coba kamu diskusikan dengan guru, dampak banyaknya partai politik dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara!

TUGAS PENGETAHUAN

Tugas: (PR)
» Buat rangkuman tentang salah satu partai pada masa Demokrasi Liberal 1950-1959 sebanyak satu
halaman. Setelah dinilai oleh guru kalian, Jilid atau tempel rangkuman tersebut di mading kelas!




TUGAS KETERAMPILAN

DISKUSI KELOMPOK

Tugas
- andiskusikanBefp/k/f Kkritis, kreatit, bekerjasama dan saling berkomunikasi dalam kelompok (4C),
dengan rasa ingin tahu dan pantang menyerah (Karakter)
> Setiap kelompok mendapatkan tugas melakukan eksplorasi melalui diskusi kelompok
sehingga menemukan rumusan aari masing-masing tugas yang diberikan:
Kelompok 7 bertugas mendiskusikan tentang Kabinet Natsir.
Kelompok 2 bertugas mendiskusikan tentang Kabinet Sukimarn.
Kelompok 3 bertugas mendiskusikan tentang Kabinet Wilopo.

Kelompok 4 bertugas mendiskusikan tentang Kabinet Ali Sastroamidjoyo /.
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Kelompok 5 bertugas mendiskusikan tentang Kabinet Burhanuddin Harahap.
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Lampiran Materi Sejarah Indonesia KD 3.3
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia
Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)

A. Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
Mengamati Lingkungan

Sumber: Atlas Nasional (2012)
Gambar 2.1 Partai Peserta Pemilu 1955.

Perhatikan gambar di atas!

1. Apa komentar kamu tentang banyaknya partai politik di Indonesia?

2. Coba kamu diskusikan dengan guru, dampak banyaknya partai politik dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara!

1. Sistem Pemerintahan

Bangsa kita sebenarnya adalah bangsa pembelajar. indonesia sampat dengan tahun 1950-an telah
wmenjalaniean dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem
parlementer. Tldak sampal satu tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensial
digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer. Hal inl ditandal dengan penbentulean kabinet
parlementer pertama pada November 1945 dengan Syahrir sebagal perdana menterl. Sejak saat ttulah
Jatuh bangun kabinet pemerintahan di indonesia terjadi. Nawun pelaksanaan sistem parlementer ind
tidak ditkuti dengan perubahan UUD. Baru pada wmasa Republik ndonesia Sertlat pelaksanaan
sistem

parlementer dilandast oleh Konstitusi, 5&&@1 Konstitust RIS. Ee@ﬁtujug\a pada masa Demokrast Liberal,
pelaksanaan sistem parlementer dilandast oleh UUD Sementara 1950 atau dikenal dengan Konstitust Liberal.
Ketika (ndonesia kenball menjadi negara kesatuan, UUD yang digunakan sebagal Landasan hukum Republik
ndonesia bukan kemball UUD 1945, sebagabmana yang ditetapkan oleh PP pada awal kemerdeRaan, namun
menggunakan UUD Sementara 1950. Sistem pevmerintahan negara menurut UAD Sewentara 1950 adalah
sistem parlementer. Art’mga, kabinet disusun menirut penmbawgaw kekuatan kepartatan dalam parlemen dan
sewalktu-waktw dapat dijatunkan oleh wakil-wakil partal dalane parlemen. Presiden hanya werupakan Lambang
kesatuan saja. Hal nl dinamakan pula Demokrast Liberal, sehingga era in dikenal sebagai zaman Demokrasi
Liberal. Sistem Rabinet masa tnl berbeda dengan sistem Rabinet RIS yang dikenal sebagal Zaken Kabinet.
Kalaw kita perhatikan garis besar perjalanan kabinet di atas, nampake bahwa mula-mula Masyumdt oiberi
Resempatan wntuk memerintah, kenmudion PN memegang peranan terutama setelah Peveilinan tmum 1955,
Namun PN pun tidak bisa bertahan Lama karena tidak mampu menyelesaikan permasalanan yang dihadapt
yang akhirnya dibentuk zaken kabingt i bawah pimpinan . Djuanda.

Kabingt-lkabinet tersebut pada umumnya memilikl program yang tujuannya sama, Yaitu masalan keamanan,
Remakmuran, dan masalah triian Barat (saat inl Papua dan Papua Barat). Namun, setiap kabinet menmdliki
peneRanan masing-masing, kabinet yang dipimpin Masyuwmi meneRankan pentingnya penyempurnaan
plmpinan TNI, sedangan Rabinet yang diptmpin oleh PNI sering meneRankan pada masalah hubungan Luar
negerl Yang menguntungRan perjuangan pembebasan lriian Barat dan pemerintahan dalam negeri.

Apabila kitn telitl Rabinet-kabinet tersebut satu persatu maka akan nampak hal-hal yang menariik. Kabinet
Natsir (1950-1951), ketlken menyusun kabinetnya, Natsir bermaksud menyusun kabinet dengan meltbatkan
sebanyak munglin partal agar kabinetnya mencerminkan sifat nasional dan wmendapat dukungan parlemen

yang besar. Namun pada kRenyataannya, Natsir Resulitan menmbentuk kabinet sepertt yang ditnginkan,
terutama Resulitan dalam wmenempatiean orang-orang PNI dalam kabinet. Sehingga Kabinet Natstr yang



terbentule pada & September 1950, tidak melibatikan PNI ol dalamunya. PNUwmenjadi oposist bersama PRI dan
Murba.

Latar belakang masalah dalam pembentukan kabinet sering kall menjadi faktor yang menyebabikan goyah dan
Jatuhnya kabinet. Hal inl terlinat ketilea Kabient Natsir menjalankan pemerintanannya, kelowmpok oposisi segern
wmelancaran kritik terhadap jalannya pemerintahan Natsiv. Kabinet Natsir dinadapiean pada wmosi Hadikusumo
darl PN yang menuntut agayr pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah No 29. tahun 1950 tentang pemilihan
anggota lembaga perwakilan daerah. Lembaga-lembaga perwakilan daerah yang sudah dibentuk atas dasar
Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1950 oleh Kabinet Hatta, supaya digantl dengan undang-undang yang
baru yang bersifat dewmokratis karenn dalame PP. No. 29 dalam menentukan pemilinannya dilakukan secara
bertingat. Berdasarkan pemungutan suara di parlemen, most Hadilkusumo mendapat dukungan dari parlemen.
Hal tni menyebabiran mentert dalam negert mengundurikan diri. Kondist inl menyebabkan hubungan kabinet
dengan parlemen tidak lancar yang akhirnya menyebabian Natstr menyerahikan mandatnya kepada Soekarno
pada 21 Maret 1951.

Jatuhnya Kabinet Natstr, membuat Presiden SoekRarno mengadakan pembicaraon dengan para pemlmpin partat
untule memilin th formatur kabinet yang kemudian menghasilikan Kabinet Sukiman pada tanggal 26 April
1951. Berbeda dengan kabinet sebelumnya yang tidak wmelibatkan PNI dalam pemerintahannya, Rabinet
Sukiman berhasil melibatkan PN AL dalamnya, sehingga Kabinet sukiman didukung oleh dua partat besar,
Masyuml dan PNL Partal-partal pendukung Kabinet sukiman, melalui
menteri-menterinya yang duduk dalam pemerintahan, berusaha merealisast program politik masing-masing,
meskipun kabinet telah meniliki program kerja tersendivi. Hal inl merupaian benih-benih keretakan yang
melemahan kabinet. sebagat conton adalah Menteri Dalam Negeri Mr. iskag (PN yang menginstruksikan
untuk menonaktifkan PPRB-DPRD yang terbentul berdasarkan Peraturan Pewmerintah No. 29/ 1950. Selain
itw, Iskaq juga mengangkat orang-orang PN menjadi Gubernur Jawn Barat dan Sulawest. Tindakan nl yang
menimbullan pertikatan politik dan konflik kepentingan.

Kebijakan lain yang menimbulikan masalah dalam hubungan antara peverintah dan parlemen adalah ketika
Menterl Kehakiman, Muhammad Yamin, membebaskan 950 orang tahanan SOB (Stant van Oorlog en Beleg,
negara dalaw keadaan bahaya perang) tanpa persetujuan perdana mentert dan anggota kabinet Latnnya.
Kebijakan inl ditentang oleh Perdana Menterl Sukiman dan kalangan wmiliter yang mengakibatian
Muhammao Yamin meletakiean jabatannya sebagai menterl kehakiman.

Kondist Kabinet Sukiman semakin terguncang Retika muncul most tidak percaya davt sl,mavjo (PNI).
Muneulnya wost int berkaitan dengan penandatanganan perjanjian Mutual Security Act (MSA) antara
Mentert Luar Negerl Achmad Subardjo dan Merle Cochran, Duta Besar Amerika Serileat. Hal tnl berawal dari
nota jawaban yang diberiian Subardjo techadap Cochran yang berisi pernyataan bahwa indonesia bersedia
menerbma bantuan dari Amerika Sertkat berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam MSA. Nota
menterl Luar negert tnk memilikl kekuatan sepertl suatu perjanjian internasional. Tindakan Subardjo ini
dianggap sebagal suatu Langkah kebijaksanaan politik Luar negerl yang dapat memasukiean tndonesia ke
dalam lingkungan strategt Amerika Serikat, sehingga menyimpang dari asas politik Luar negeri bebas aktif.
Most ini kRemudian disusul oleh pernyataon PNI agar Rabinet mengembalikan mandatnya kRepada presiden
untulk mengatast Resulitan-kesulitan yang dihadapt. ARhirnya, dengan didahulul pengunduran diri Achmad
SMbmmjo selaku Menterl Luar Negert, Sukiman pun kRemudian menyerahiRan wuzmmmw kepada Presiden
Soekarno pada 2= Februari 1952.

Kalaw dibandingkan dengan Kabinet Natsir, dalam Kabinet Sukiman jelas menunjukikan bahwa partai-
partailah yang memegang peverintahan. Mulal dari menyusun program, portopolio, komposisi personalia,
pelaksanaan dan tanggung jawnb serta cara penyjelesaian masalah sepenuhnya terletak di tangan partat. Partai-
partal yang ada pada waktw itu belum nawpak menonjolkan tdeologt masing-masing, perhatiannya masin
ditujukan pada pemecahan masalan-masalah praktis yang dihadapt.

Kemudian Presiden Soekarno membertkan mandat kepada golongan moderat darl PNI sehingga terbentuk
kabinet Wilopo pada 20 Maret 1952. Kabinet inl mendapat dukungan yang Lebth luas dibandingran dengan
kabinet sebelumnyn, yaitu dengan masuknya PSt dan St dalam pemerintanan. Dukungan inl memperkuat
upaya Rabinet dalam memperoleh dukungan mayoritas di Parlemen. Kondist inl mempengaruhi iklim politik
dalam kabinet dan juga hubungan antarpartat. lkut sertanya PSI dan Parindra dalam pemerintahan, dan
karenn PRI, sgjak Kabinet Amir Syarifuddin, selalu menjadi oposist, mendulkung Kabinet Wilopo, maka Badan
Permusyawaratan Pavtai-partal (PKI, PSII, Pertl, Partal Buruh, Pavtal Murba, Permal, Parvtal Tanl ndownesia,
PRN, Parindra, Partal Rakyat (ndonesia dan Partal indo Nastonal) kehilangan artinya dan menghentikan
Reglatan-kegiatannya. Dengan adanya hubungan politik barw inl, praktis berakhirlah aksi-akst pemogokan
yang banyak terjadi pada masa pemerintahan Kabinet Sukiman.

Kabinet inl memiliki tugas pokok menjalankan persiapan pemilihan wmwm untuk memilin angoota parlemen
dan anggota konstituante. Namwn sebelum tugas inl dapat diselesatiean, kabinet inl harus weletakkan
Jabatannya. Faktor yang menyebabkannya antara Lain peristiwa 17 Oktober 1952.

Pada snat ttw ada desakan darl pihak tertentu ngar Presiden Scekarno segera membubarkan Parlemen yang
tidak lagl mencerminkan keinginan rakyat. Peristiwa inl dimanfaatikan oleh golongan tertentu dalam tubuh
TNI-AD wntuk kepentingan sendivl. Kelompok in tidak menyetujul Kolonel Nasution sebagai KSAD. Pihak-
pihak tertentu dalam parlemen menyokong dan menuntut agar diadakan perombakan dalam plmpinan
Kementrion Pertahanan dan TN nl dianggap oleh phmpinan TNI sebagal campur tangan sipil dalam wrusan
militer. Setelah itu plmpinan TN menuntut Presiden menbubarian Parlemen. Namun Presiden menolak
tuntutan nl, sehingga KSAD dan KSAP diberhentikan olarijabatavw%a.

Keberlangsungan Kabinet wilopo semakin terancam ketika terjadi peristiva Tanjung Morawa. Peristiwa tni
terkait dengan pembebasan tanah milik Deli Planters Vereeniging (DPV). Tanah ini sebeluwmnya sudah digarap
pendudule, kemudian diminta wntuk dikendbalikan kepada DPV. Usaha pembebasan tanah inl mendapat



perlawanan dari pendudule. Karena menghadapl handbatan, pemerintah kemudion menggunakan alat-alat
Relkunasann negara untulk memindahikan penduduk dari Lokast tersebut. Atas perintah Gubernur Swmatera
Tlmuy, tanah garapan tersebut kemudian ditraktor oleh polisi yang kemudian mendapatikan pellawanan dari
petant yang mengakibatkRawn insiden yang menelan korban meninggalnya 5 orang petant. Peristiwa tni
memunculiRan most di Parlemen Yang menuntut Repada pemerintan agar menghentiRan sama sekall usaha
pengosongan tanah yang diberiRan kepada DPV sesual dengan Reputusan Pemerintahan Sukiman dan semun
tahanan yang terkait dengan peristiwa Tanjung Morawn segern dibebasiean. Desakan-desakan ini akhirnya
membuat Kabinet Wilopo jatuh.

Jatuhnya wilopo membuat Presiden Soekarno mengalinkan mandatnya ke partal lain, setelah Masyuml dan
PNl mengalamal kegagalan. Presiden menetapkan Wongsonegoro darl Partal indonesia Raya (PIR) dan Kabinet
terbentuk pada 20 Jull 1953 dengan Al Sastroamiojojo sebagal Perdana Menterl. Kabinet inl bertujuan
melanjutkan tugas Kabinet Wilopo, menyelenggaraikan Pemilinan umum untuk memilih anggota Parlemen
dan Anggota Dewan Konstituante. Seralipun kabinet ini berhasil dalam politik luar negert, yattu
wmenyelenggarakan Konferenst Asia Afrika pada April 1955, namun harus meletakkan jabatannya sebelum
tugas utamanya dapat dilaksanakan. Faktor utama yang menyebabikan jatuhnya kabinet adalah masalah
Plmplnan TNI-AD yang berpangkal pada Peristiwa 17 Oktober 1952. Calow plmpinan TNI yang diajulean
kabinet tnl ditolak oleh korps perwiva, kelompok Zulkifll Lubls, sehingga timbul krisis kabinet. Menghadapl
persoalan dalam tubuh TNI-AD, Parlemen mengajulean wmost tidak percaya terhadap menterl pertahanan. Sebagal
dampak darl most tersebut, frakst progresif dalam Parlemen menarik Mr. wa Kusumaswmantri dari jabatannya
sebagal menteri pertahanan pada 12 Jull 1955. Tidak lama berselang setelah itu, kabinet akhirnya menyerahkan
mandatnya kepada Presiden SoekRarno pada 24 Jull 1955.

Setelan Kabinet Al Sastroamdidjojo | dinyatakan demisioner, Hatta selaku pejabat Presiden, Presiden Soekarno
sedang menunaikan tbadah haji, segera mengadakan pertemuan dengan pimpinan partal untuk menentukan
formatur Rabinet. Formatur kabinet mempunyal tugas pokok membentule kabinet dengan dukungan yang
culeup dari parlemen yang terdivi atas orang-orang yang jujur dan disegani. Tuntutan ini kemuodian berhasil
dipenuni oleh Burhanuddin Harahap selaku formatur yang ditunjuk oleh Hatta. Pada tanggal 11 Agustus 1955,
Kabinet yang diptmpin oleh Burhanuddin Havahap diwmwmkan.

Kabinet Burhanuddin Harahap mempunyal tugas penting untuk menyelenggaraRan pemilinan wmuwm. Tugas
tersebut berhasil dilaksanakan, meskipun harus melalul rintangan-rintangan yang berat. Pada tanggal 27
September 1955 pemilihan umum wntul memdlin angoota parlemen berhasil dilangsunglan dan pemilihan
anggota Dewan Konstituante dilakukan pada 15 Desember 1955, Setelah

menyelesatioan tugasnya Kabinet Burhanuddin meletakkan jabatannya. Kemudian dibentuk suatu kabinet
baru berdasarkan Rekuatan partat politik yang ada dalam parlemen baru hasil pemilihan wmum.

Selain masalah poilinan wmum, Rabinet inl juga bernasil menyelesatloan permasalahan dalam tubuh TNI-AD
dengan diangkatnya kemball Kolonel Nasution sebagal KSAD pada Oktober 1955. Program Lalnnya yang
berusaha dilaksanakan pada wmasa kabinet tni adalah wmasalah politii Luar negert daw perundingan masalah
rian Barat.

Perkembangan politik pasca Pemilihan Umum 1955 memperlihatkan tanda renggangnya dwi tunggal
Soekarno-Hatta. Pada tanggal 1 Desember 1955, Hatta mengundurkan diri darl jabatan sebagai wakil presiden.
Pengunduran dirl Hatta inl merupakan reakst politis atas ketidakeocokan Hatta terhadap pernyatann yang
dikeluarkan Presiden Soekarno. Dalam salah satu pidatonyn Presiden Soekarno mengatakan bahwa ta akan
sangat genbira apabila para pewmbmpin partal berunding sesamanya dan memutuskan bersama untuk,
mengubur partat-partat.

Hatta sebagal seorang demokrat masih percaya pada sistem demokrast yang bercirikan banyak partat. Perbedann
antara Soekarmo dan Hatta tidak hanya muncul pada tahun 1950-an, namun sejak masa pergerakan nasional
pun leedun tokoh ini telah terjadi perbedaan pemikivan. Masa perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dan
perjuangan revolust membawa kedua tokoh int melupakan perbedaan yang ada sehingga disebut dwi tunggal.
Namun, setelah tahun 1950-an tampak perbedann menyangrut masalah demokrast telah memecahkan mitos
dwl tunggal. Sistem demokrast konstitusional sangat didambakan Haotta sedangkan Soekarno menganggap
sistem tersebut tidak cocok wntuie bangsa ndonesia.

Soekarno Yakin bahwa gerakan komunisme bisa dikendalikan, sedangkan Hatta sangat menentang gerakan
Romunisme dan menganggapnya sebagai bahaya laten yang harus dilenyapkan.

Pergolakan politik dan Readaan keamanan yang semarin memburuk telah mendorong Soekarno mengeluarkan
Konsepsi Presiden pada tanggal 21 Februarl 1957. Sejak saat itu Presiden Soekarno mengambil alih
pemerintahan dan mendorong dilaksanakannya Demokrast Terplmpln, suatu Ronsep demokrast yang sangat
ditdamian oleh SoekRarno namun sangat ditentang oleh Hatta. Sikap Hatta int diungkapkannya dalam
tullsannyn “Demokrast Kitn”. Hatta menuliskan bahwa “bagi saya yang Lama bertengar dengan Soekarno
tentang bentuk dan susunan pemerintahan yang efisien ada batlknya diberiikan kesempatan yang sama dalam
waktu yang Layak apakak sistem itu akan menjadl suatu sukses atau kegagalan”.

Perunjukkan thm formatur untuk membentuk kabinet setelan Pemilihan umum 1955 agar berbedn dengan
sebelummnya. Setelah Pemilihan Umum 1955, Presiden Soekarno menunjuie partal pemenang pemilu sebagal
pembentuk formatur kabinet. PNt yang ditunjuke Soekarno sebagal formatur kabinet mengajulean AlL



Sastroamidjojo dan Wilopo calon formatur kabinet. Presiden Soekarno kemuodian memilin AlL Sastroamiojojo.
Kabinet yang terbentuk berintikan Roalist PNI Masyuml dan NU. Dalam pembentukan kabinet tidak ada
Resulitan yang prinsipil. Koalist yang terbentuk memunculikan pertanynan mengapa PRI yang menduduii
peringat kReempat pemilu tidak disertakan. Hal inl karena Masyuml menolak masuknya PRI dalam kabinet.
Pada waktu formatur menyerahiran susunan kabinet kepada Presiden Soekarno untuk disetujui, Presiden tidak
langsung menyetujul. 1a kecewn dengan susunan Rabinet yang akan dibentuk yang tidak melibatiean PKI.
Presiden menghendaki masuknya PRI dalam kabinet. Namun Rehendak Presiden tidak bisa diterima oleh
formatur karena susunan kabinet yang dibentulk merupakan hasil persetujuan dari partai-partal yang akan
berleonlist.

Menyikapt hal tersebut, Presiden SoekRarno kemudian berusaha mendesak para tokoh partat PNI, Masyumi, NU
dan PSU agar mau menerima wakil PRI atau pun simpatisannya untuk duduk dalam kabinet. Namun
lehendak Presiden Soekarno tersebut tidak bisa diterima oleh tolkoh-tokoh darl ketiga pavtal tevsebut. presiden
SoeRarno pun akhirmya mewgetujuﬁ susunan Rabinet yang telah disusun oleh thm formatur, dengan
memasukkan Iv. Djuanda dalam kabinet. Pada tanggal 20 Maret 1956, kabinet koalisi nastonalis-islam dengan
AlL sastroamédjojo selaku Perdana Menterl. Kabinet inl dikenal sebagal Kablnet AlL 11 (1956-1957). Kabinet Al
[ merupakan Rabinet pertama yang memilikl Rencana Lima Tahun yang antara Lain isinya mencakup
wmasalah rian Bavat, masalah otonowml daerah, masalah perbaikan nastb buruh, penyehatan Renangan dan
pembentulRan ekonoml keuangan.

Dalam menjalankan programnya Kabinet ALL (Emuncul berbagal peristiwa-peristiwa baru antara Lain gagal
memaksa Belanda untuk menyerahian (rian Barat yang akhirmya membatalikan perjanjian KMB. Munculnya
masalah antl Cina di antara kalangan rakyat yang kurang senang melinat kedudukan istimewn golongan tni
dalam perdagangan. selain itu, mulai meninglkatnya sikap Rritis daerah terhadap pusat. Kondist ini
wmendorong lemahnya Kabinet Al yang dibentuk berdasarkan hasil pemilihan umuwm pertama. Peristiva-
peristiwa di atas menmbuat kewibawaan Kabinet ALl Sastroamidjojo semakin turun. Kurangnya tindakan tegas
dari kabinet terhadap pergolakan yang muncul menmbuat lkatan Pembela Kemerdelkaan ndonesia (IPKI) dan
Masyuml menartie para menterinya dart kabinet. Berbagal upaya telah dilakukan untuk menyelamatioan
kabinet oleh ALL Sastro dan tdham Khalld, namun tidak berhasil. AlL akhirnya menyerahikan mandatnyn
kepada Presiden Soekarno pada tanggal 14 Maret 1957

Demisionernya Kabinet ALL 1 dan munculnya gerakan-gerakan separatis di daeran-daerah membuat Presiden
Soekarno mengumumikan berlakunya undang-undang negara dalam keadaan darurat perang atau State van
Oorlog en Beleg (SOB) di seluruh ndonesia. Keadaan inl membuat angkatan perang mempunyal wewenang
khusus untuk mengamankan negara.

Menyikapl situast jatuh bangumnya kabingt, Scekarno melalul amanat proklamast 17 Agustus 1957
menyatakan bahwa:

“Slstem politik yang terbaik dawn tercocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa ndonesial Ya, nyata
demokrast yang sampai sekarang ini Rita praktiikan di ndonesia, bukan satu sistem politik terbaik dan tevcocok
dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa indonesial Nyata Rita dengan apa yang Rita namakan dengan
demokrast itw, tidak menjadi makin kuat dan makin sentosa, melainkan menjadi makin rusak dan makin
retolke, makin bubrah dan walkein bejat. (Presiden Soekarno, Amanat Proklamnast (ll, 1956-19¢60, Intl lolagu Press
dan Yayasan Pendidikan Soekarno, 1926).

ntuk mewujudikan kelnginan tersebut, pada tanggal 21 Februarl 1957 Presiden Soekarno mengundang ke
lstana Neaara pava tokoh pavtal dari tinglkat daerah hingga pusat, daw tokoh militer wntuk mendengarian
pldatonyn yang dikenal dengan Konsepsi Presiden. Konsepst tersebut bertujuan untuk mengatast dan
menyelesatiran krisis kewibawann kabinet yang sering dinadapt dengan dibentuknya kabinet yang
anggotanya terdivl atas 4 partal pemenang pemilu dan dibentuknya Dewan Nasional yang anggotanya dart
golongan fungsional dalam masyarakat. sayangnya gagasan int dikeluarian tanpa terebih dahulu ada
pemberitahuan Repada Rabinet yang tengah mengalami masalah yang cukup berat.

Presiden Soekarno menyatakan bahwa Demokrast Liberal yang dijalankan oi indonesia tidak sesuat dengan
Jiwa bangsa ndonesia, dan merupakan demokrast bpor. 12 ingin menggantinya dengan demokrasi yang
sesunt dengan kepribadian bangsa indonesia, yang disebutnyn dengan Demokrast Terplmpin. Konsepsi presioen
inl menual perdebatan yang cukup sengit batk di parlemen maupun di Luar parlemen.

Usaha Presiden Soekarno untulk mempengaruhi partal-partal agar maw membentuk kabinet berkakl evapat
akhirnya gagal. Kauwm politist dan partai-partal tetap maw melakukan politik “dagang sapl’, yaitu tawar
menawar Redudukan untuk membentuk kabinet koalisi. Akhirmya, Presiden menunjuk dirinya sendivi sebagai
formatur untuk membentuk kabinet ekstraparlementer yang akan bertindak tegas dan yang akan membantu
Dewan Nastonal sesual Konsepst Presiden. Soekarno berhasil membentuk Kabinet Karya dengan (v. Djuanda,
tokoh yang tidak berpartal, sebagal Perdana Mentert dengan tiga wakil perdana mentert masing-masing dart
PN, NW, dan Parkindo. Kabinet inl resmi dilantik pada 9 April 1957 dan dikenal dengan nama Kabinet Karya.
Kabinet ini tidak menyertakan Masyumi di dalammnya.

Kabinet Djuanda merupakan Zaken Kabinet dengan beban tugas yang harus dijalankan adalah perjuangan
membebaskan (rian Barat dan menghadapt keadaan ekonomi dan keuangan yang memburuk. Kabinet Djuanda
untuk menyelesatioan tugasnya menyusun program kerja yang terdivt dari Lima pasal yang dikenal dengan
Panca Karyn, sehingga kabinetnya pun dikenal sebagal Kabinet Karya. Kellma program tersebut meliputt:
. Membentuk Dewan Nasional

Normalisast keadaan Republik ndonesin

Melanjutikan pembatalan KM

Memperjuanglkan lrian Barat kemball ke Rl

Mempereepat pembangunan

Dewan Nastonal merupakan amanat darl Konsepst Presiden 1957, Dewan inl mempunyal fungst menampung
dan menyalurkan keinginan-keinginan kekuatan sosial yang ada dalam wmasyarakat dan juga sebagat
penasihat pemeritah untuk melancarkan roda pemerintahan dan menjaga stabilitas politik untuk mendukung



pembangunan negara. Dewawn ind diplmpin langsung oleh Presiden Soekarno yang anggota-anggotanya terdiri
dari golongan fungsional.

untulk menormalisast keadaan yang diakibatiean oleh pergolakan daerah, Kabinet Djuanda pada 10-14
September 1957 melangsungan Musyawarah Nastonal (Munas) yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nastonal dan
daerah, di antaranya adalah mantan Wakil Presiden Mohawmwmad Hatta. Musyawarah ini dilaksanakan di
gedung Proklamast Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Musyawarah tnl membahas permasalahan-permasalahan
pemerintahan, persoalan daerah, ekonoml, Reuangan, angatan perang, Repartatan serta masalah dwitunggal
SoeRarno Hatta. Musyawarah ini Remudion menghasilkan keputusan yang mencerminkan suasana saling
pengertian. Pada akhiv acara Munas dibacakan pernyataan bersama yang ditandatangant oleh Soekarno Hatta
yang bunyinya antara lain bahwa:

“... adalah kewajiban mutlak kami untuk turut serta dengan seluruh rakyat ndonesin, pemerintan RI serta
segenap alat-alat kekuasaan negara, membing dan wendbela dasar-dasar proklamast kemerdekann 17 Agustus
1945 dalam keduoukan apa pun juga adanya”. (Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrast, Dep.Kominfo, 2005)

Untule WL@VLLVLDWRLWLJM& hasil Munas, dawn dalam upaya untui mempergiat penmbangunan dilaksanakan
Musyawarah Nastonal Pembangunan. Musyawaran ink bertujuan Riusus untuk membanas dan merwmusikan
usaha-usaha pembangunan sesuai dengan keinginan daerah. Oleh kavena itu, kegiatan tnl dinadivi juga oleh
tokoh-tolkoh pusat dan daerah sevta semua pevelmpin militer davi seluruh teritorivom, kecuali Letlol. Achmad
Huseln darl Komando Militer Sumatern Tengah.

Perlu kalian ketahul bahwa pada masa Demokiast Parlementer ini luas wilayah indonesia tidak seluas wilayah
ndonesia spat tni. Karena indonesia masih menggunaran peraturan kolonial terkait dengan batas wilayah,
Zeenen Maritieme Kringen Ordonantie, 1929 yang dalam pasal 1 menyatakan bahwa:

“Laut tervitorial indonesia itu lebarnya 3 wmil divkur davi garis air vendah (langwaterlijn) dari pada pulau-pulaw
dawn bagian pulau yang merupakan bagian dart wilayah daratan (grondgebeid) dart ndonesia.”

Berdasarkan pasal tersebut, ndonesia jelas merasa dirugikan, lebar laut 2 wil dirasakan tidak tidak culeup
wmenjamin dengan sebaik-baiknyn kepentingan rakyat dan negara. Batas = wmil dari davatan menyjebabian
adanya laut-laut bebas yang memisahiran pulau-pulaw di indonesia. Hal inl menyebablan kapal-kapal asing
bebas mengarungl lautan tersebut tanpa hambatan. Kondist inl akan menyulitkan indonestia dalam melakukan
pengawnasan wilayah indonesia.

Sebagai suatu negara yang berdaulat indonesin berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan
yang dianggap perlu untuk melindungl keutuhan dan keselamatan Republik (ndonesia. Melihat kondist inilah
kemudian pemerintanan Kabinet Djuanda mendeklarasiian hukwm teritorial kelautan Nusantara yang
berbunyti:

Segala peratran di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulav-pulau atau bagian pulau-pulan yang
termasuk daratan Negara Republik indonesia, dengan tidak memandang luas ataw Lebarnya adalah bagian-
bagian yang wajar daripada wilayan daratan Negara Republik (ndonesia dan dengan demikion merupakan
bagian daripada perairan nastonal yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negarn Republik
(ndonesia. Lalu lintas yang damal di peratran pedalaman inl bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan
sekedar tivak bertentangan dengan/ mengangou Redaulatan dan keselamatan negara indonesia. (Sumber:
Hasjim Djalal, 200¢)

pari deklavast tersebut dapat kita Lihat bahwa faktor keamanan dan pertahanan merupakan aspek penting,
bahkan dapat dikatakan merupakan salah satu sendi pokok kebijaksanaan pemerintah mengenal peratran
ndonesia. Dikeluarkannya deklarast inl membawa manfant bagt indonesia yaitu mampu menyatukan
wilayah-wilayah ndonesia dan sumber daya alam dari Laut bisa dimanfantkan dengan maksimal. Deklarast
tersebut kemuolion dikenal sebagai Deklarasi Djuanda.

- SEITRAR e aamas

Sumber: Atias Nasional Indonesia (Bakosurtanal, 2011)

Gambar 2.3 Wilayah Indonesia berdasarkan Deklarasi Juanda

Deklarasi Djuanda mengandung konsep bahwa tanah alr yang tidak Lagl memandang laut sebagal alat pemisah
dan pemecah bangsa, seperti pada wasa kolontal, namun harus dipergunakan sebagat alat pemersatu bangsa dan
wahana pembangunan nasitonal. Deklarast Djuanda membuat batas kontinen laut kita divbah dari = wmil batas
air terendah menjadi 12 wmil dari batas pulau terluar. Kondist inl menmbuat wilayah indonesia semakin menjadi
luas dari sebetumwga hanyn 2.027.087 kM2 mewjadt 5.192.250 RM2 tanpa memasurkan wLLan riown Barat,
Rarena wilayah itu belum diakul secara tnternasional. Hal tnt berdanmpak pula terhadap titik-titik pulaw terluar
yang wmenjadi garis batas yang mengelilingl RO menjadi sepanjang £.069,2 mil Laut. Meskipun Deklarast
Djuanda belum memperoleh pengakuan internasional, pemerintah RI kemudian wmenetapkan deklarast tersebut
menjaoll UL No. 4/PRP/1960 tentang Perairan ndonesia.

Dilkeluarkannya deklarasi Djuanda membuat banyak negara yang keberatan terhadap konsepst landasan
hukuwm Laut ndonesia yang baru. Untuk merundingkan penyelesaian masalah hukum laut ind, pemerintah
ndonesia melakukan harmonisast hubwngan diplomatik dengan negara-negara tetangoa. Selain ttu Inplonesia



Juga wmelalul Konferenst Jenewa pada tahun 1958, berusana mempertahankan Ronsepsinga yang tertuang dalam
Deklarast Djuanda dan memantapkan noonesia sebagai Archipelagic State Principle ataw negara kepulauan.

Deklarast Djumwm nl baru blsa ditertma di dunia internasional setelah ditetapkan dalom Konvenst Hukum

Laut PBB yang ke-2 dl Montego Bay (Jamaika) pada tahun 1922 (United Natlons Convention On The Law of
The Sea/ UNCLOS 1922). Pemerintah ndonesia kemudian meratifikasinga dalam

No.17/ 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Setelah
diperjuanglean selava Lebih dari dua puluh Lima tahun, akhirmya pada 16 November 1994, setelan diratiflienst
oleh &0 negarn, hukum laut ndonesia diakul oleh dunia internasional. Upaya ini tidak lepas dari perjuangan
panlawan diplomast kita, Prof. Dr. Mochtar Kuswmaatmadja dan Prof. Dr. Hasjim Djalal, yang setia mengiioutl
berbagal konferenst tentang hukum laut yang dilaksanakan PBR dari tahun 1970-an hingga tahun 1990-an.

Pada wasa pemerintahan Presiden Abdwrrahwan wahid, tanggal 12 Desember dicananglkan sebagal Hari
Nusantara daw ketiika wasa Presiden Megawatl dikeluariean Keputusan Presivden No. 126/2001 tentang Hari
Nusantara dan tanggal 13 vesmi menjadi hari perayaan nasional.






